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1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif dan
efisien, sehingga dapatmelayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
Dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah
penyalahgunaan wewenang pratek KKN, dan lemahnya Pengawasan Sejalan
dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan
tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta
peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka
instansi pemerintah periu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi
birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.
Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit
kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembagunan
Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan
instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
(2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokusdan
akurat. Untuk itu perlu disusun pendoman pembagunan zona integritas pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan mengacu Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang pendoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Instansi Pemerintah.



e. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah.
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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINS! JAMBI
NOMOR : 039/KEP.KABAN/BKD-1.1/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI| JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas (Z1) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, perlu disusun
Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim
Pembangunan Zona Integritas Badan Kepegawaian Daerah
Provinst Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tentang
Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

Mengingat:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;



1.3. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM); dan

2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman
pemahaman dan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

1.4. Pengertian UmumbDalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

i

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah
yang pimpinanya dan jajaran mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK
melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagai besar manajemen
perubahan, penataan akuntabilitas kinerja;

Menuju Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagai besar
manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen
SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan
penguatan kualitas pelayanan publik;

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di Instansi Pemerintah, serendah-
rendahnya eselon lll yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;

Materi adalah Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

Tim Penilai Internal (TPl) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi
pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam

rangka memperoleh predikatMenuju WBK / Menuju WBBM.

1.5 Tim Pembangunan ZI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Tim Pembangunan Zona Integritas pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi yang ditunjuk merupakan tim kerja yang bertugas
mengoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan pelaksanaan pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meghimpun dan mempersiapkan
dokumen yang menjadi evidence pada tahapan monitoring dan evaluasi yang

dilakukan pihak eksternal. Tim ini motor penggerak yang berperan dalam



mendorong dan memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,
akuntabel, transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
pelaksanaan program dan kegiatan pada enam area perubahan pembangunan

Zona Integritas. Adapun personil dari Tim ZI dimaksud sebagaimana terlampir.
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2.2,

BABII
RENCANA KERJA PEMBAGUNAN ZONA INTEGRITAS

.PENCANANGAN PEMBANGAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan Pembagunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/pernyataan
darn pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona
Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan
seluruh pegawainya telah mendatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan
dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan,
baik sebagai CPNS, PNS, pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan
vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani
Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan
pembangunan Zona Integritas. Perencanaan pembangunan Zona Integritas dilakukan
secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak
termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam
program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

Program Pembagunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang
telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembagunan Zona Integritas difokuskan pada
penerapan program manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen
SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat Konkrit. Pimpinan menjadi role model dalam
pembangunan Zona Integritas menuju WBK.Penetapan agen perubahan dalam
pembangunan Zona Integritas. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir.
Anggota organisasi terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
Implementasi Pembagunan Zona Integritas menuju WBK di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan dengan Target
Prioritas: Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai ini kerja dalam
membangun Zona Integritas menuju WBK: Meningkatkan komitmen seluruh jajaran
pimpinan dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam membangun
Zona Integritas menuju WBK; Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju
WBK: Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi
terhadap perubahan.
2.2.1. Manajemen Perubahan

Dalam konteks Zona Integritas, manajemen perubahan dibangun untuk

menciptakan komitmen, pola pikir, dan budaya kerja pegawai yang berintegritas,



NO

profesional, serta mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan

utama meliputi

pembentukan

tim kerja,

penyusunan

rencana Kerja,

pembangunan budaya kerja dan agen perubahan, sosialisasi/internalisasi ZI, serta

monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.

Rencana kerja prioritas dalam area Manajemen Perubahan ini meliputi penguatan

komitmen pimpinan dan pegawai, implementasi budaya kerja berintegritas, peningkatan

kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan

Zona Integritas. Rencana Kerja pada Area Manajemen Perubahan dapat dilihat pada

Tabel 2.1

Tabel 2.1. Rencana Kerja Manajemen Perubahan

RENCANA KERJA

INDIKATOR
KEBERHASILAN

| Penunjukan Tim
Kerja

Penyusunan
Rencana Kerja

Moﬁiforing dan
Evaluasi

'Membangun
Perubahan Pola Pikir
dan Budaya Kerja

Penetapé?l Tim Agen
Perubahan

WAKTU

PELAKSANAAN |

dipilih melalui
prosedur/mekanisme

yang jelas

Kerja yang memuat
target-target prioritas
dan dipublikasikan
untuk untuk
menginformasikan
pembangunan ZI
kepada internal dan
stakeholder

""Terbentuk_nya Tim Kerja
Pembangunan Z| yang

Tersusunnya Rencana

Memastikan kegiatan
terlaksana sesuai

dengan rencana kerja
yang telah ditetapkan

Pimpinan berperan
sebagai roll model,
terbentuknya agen

keterlibatan seluruh
| anggota organisasi

'm‘lbinan berperah
sebagai roll model,

| terbentuknya agen

perubahan dan adanya

dalam pembangunan Z|

' Maret

Januarni

—
Februari

Juni dan
Desember

Januari

EVIDENCE / BUKTI |
DUKUNG |
SK Tim Kerja dan
Nota Dinas
Pengajuan Usulan
Nama Tim Kerja

- Dokumen Rencana
Kerja ZI

- Screenshoot
Sosialisasi
Dokumen Rencana
Kerja di Website

- Laporan monev

yang
menggambarkan
realisasi rencana
kerja dan catatan-
catatan/rekomenda
si untuk perbaikan

- Dokumen
Monev

- Daftar
rekomendasi yang

_telah ditindaklanjuti |

- Dokumentasi
pengarahan/amana
t dari pimpinan

- SK Tim Agen
Perubahan

Rapat

- Daftar hadir rapat
yang melibatkan
seluruh anggota

| organisasi ‘

- SK Tim Agen

Perubahan




6. | Telah dibangun | Pimpinan berperan Maret
budaya kerja dan pola | sebagai roll model,
| pikir di  lingkungan | terhentuknya agen
GIgAINSas) perubahan dan adanya
| keterlibatan seluruh

' perubahan dan adanya

- Daftar hadir rapat
yang melibatkan
seluruh anggota
organisasi

keterlibatan seluruh
anggota organisasi
dalam pembangunan ZI |

- Pamplet, banner,
| moto terkait
budaya kerja di
lingkungan kerja

anggota organisast |
ZI

dalam pembangunan

2.2 2. Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana dibangun untuk mewujudkan sistem, proses kerfja, dan tata

kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis digital, yang kegiatan

utamanya meliputi penyusu

nan SOP, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan,

serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rencana kerja prioritas dalam area Penataan Tata Laksana meliputi penyempurnaan

SOP, penguatan layanan

berbasis elektronik, integrasi sistem kerja, dan peningkatan

efektivitas tata laksana organisasi. Rencana kerja prioritas pada area Penataan Tata Laksana
dapat di lihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rencana Kerja Penataan Tata Laksana
: INDIKATOR WAKTU EVIDENCE /
E_NO B RENCANA_KE_RJA -’T KEBERHASILAN _'_PELAK%U-}AN BUKTI DUKUNG |
1 | Penyusunan Adanya pedoman dan Februari Dokumen SOP
SOP/Reviu SOP panduan pelaksanaan
tugas pelayanan yang |
efektiv, konsistensi, dan .
| ‘ s | berkualitas. I =
| 2| Implementasi SPBE Adanya pedoman dan Januari- Screenshoot
panduan pelaksanaan Desember daftar layanan
tugas pelayanan yang pemerintahan
t . efektiv, konsistensi, dan berbasis
berkualitas. elektronik yang ‘
S B | . _ _ terintegrasi.
3 | Penyederhanaan Meningkatnya efektifitas | Januari Peta Proses
| |ProsesBisnis ~ |pelayanan | ] Bisnis o]
4. | E-Government dan | Adanya pedoman dan Januari- Informasi
‘ Digitalisasi Layanan | panduan pelaksanaan | Desember Layanan Digital
. tugas pelayanan yang (Screenshoot
efektiv, konsistensi, dan ‘ Website BKD)

| berkualitas.

L 1

2.2.3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dibangun untuk mewujudkan pengelolaan

SDM aparatur yang profesional, transparan, akuntabe!, dan berbasis merit. Kegiatan utama

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur meliputi pengembangan kompetensi pegawai,

evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, penegakan kode etik, serta pengelolaan kinerja ASN.



Rencana kerja prioritas dalam area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

meliputi peningkatan disiplin dan kinerja pegawai, penguatan sistem merit, pengembangan

kompetensi ASN, serta optimalisasi evaluasi dan pengelolaan kinerja pegawai. Rencana kerja

prioritas pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dapat di lihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

: =

| NO | RENCANA KERJ

" 1| Pembinaan disiplin
ASN Internal)

Péﬁgem_bangan
kompetensi
| pegawai (internal)

2

3 | Evaluasi Kinerja
Pegawai (internal)

4 | Perencanaan

~ INDIKATOR

KEBERHASILAN

WAKTU

| PELAKSANAAN

EVIDENCE/ |
BUKTI DUKUNG |

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
aturan kerja serta
menurunnya
pelanggaran disiplin
pegawai.

Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Diklat dan
Meningkatnya
kompetensi ASN

Meningkatnya kinerja
Pegawali

Meningkatnya kinerja

Kebutuhan Pegawai | Pegawai

' sesuai dengan
‘ Kebutuhan

, Organisasi

2.2 4. Penguatan Akuntabilitas

Triwuian |

- Dokumentasi
pembinaan
-Edaran aturan
disiplin
-Laporan lanjut
pelanggaran
disiplin.

Triwulan 1l

Januari -
Desember

Januari -
| Desember

- Dokumen
Analisis
Kebutuhan Diklat

- Sertifikat
mengikuti diklat

- Nota Dinas
laporan atas
Peningkatan
Kinerja
Pegawai
telah
diklat

- Dokumen PK;

- Screenshoot '
Penilaian SKP di
apk e-kinerja;

bagi
yang
mengikuti

- Daftar / Laporan
Pembayaran TPP
(Reward)

- Dokumen
ANJAB/ABK

Penguatan Akuntabilitas dibangun untuk mewujudkan pengelolaan kinerja yang

terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kegiatan utama Penguatan Akuntabilitas meliputi

penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP), serta monitoring dan pelaporan capaian kinerja.

Rencana kerja prioritas dalam area Penguatan Akuntabilitas ini meliputi peningkatan

kualitas perencanaan kinerja, penguatan pengukuran dan evaluasi kinerja, penyusunan

laporan kinerja yang berkualitas, serta peningkatan capaian kinerja organisasi. Rencana kerja

prioritas pada area Penguatan Akuntabilitas dapat di lihat pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4. Penguatan Akuntabilitas

' INDIKATOR WAKTU EVIDENCE /
NO SEEA UL KEBERHASILAN PELAKSANAAN | BUKTI DUKUNG
1 | Penyusunan Perjanjian | Meningkatnya komitmen | Januari Dokumen PK
Kinerja (PK) pencapaian target
I ) kinerja. . )
2 | Monitoring dan Terukurnya Triwulan |, It, Ill, | Dokumen
Evaluasi Kinerja capaian/realisasi Kinerja | dan IV Laporan Monev
Organisasi !
3 | Evaluasi Kinerja Meningkatnya kualitas, Triwulan | | LKjIP Tahun
Pegawai (internal) ketepatan waktu, dan Sebelumnya
kesesuaian penyajian
laporan kinerja sesuai |
. ketentuan {

—— e — e

2.2.5. Penguatan Pengawasan
Penguatan Pengawasan dibangun untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN). Kegiatan utama Penguatan Pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi,
pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, penerapan
pengendalian intern, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Rencana kerja prioritas dalam area Penguatan Pengawasan ini meliputi penguatan
pengendalian gratifikasi, optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat, sosialisasi
benturan kepentingan, peningkatan  efektivitas pengendalian intern, serta percepatan
tindaklanjut hasil pengawasan. Rencana kerja prioritas pada area Penguatan Pengawasan
dapat di lihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Penguatan Pengawasan

! INDIKATOR WAKTU EVIDENCE 7 BUKTI
‘ NO { RE_NC_ANA KE_RJA | KEBERHASILAN | PELAKSANAAN DUKUNG

1 | Pengendalian Menurunnya potensi Triwilan | dan lll | Laporan Hasil
Gratifikasi penerimaan gratifikasi Pengendalian

yang melanggar Gratifikasi
‘ ) _ | ketentuan. | _ -

2 | Pengelolaan | Meningkatnya Triwulan |, 1l, Ill, | Rekap Pengaduan
Pengaduan responsivitas dan dan {V Masyarakat, dan
Masyarakat penyelesaian Rekap Penyelesaian

pengaduan secara Tindak Lanjut
_ I — akuntabel. e | Pengaduan
3 | Sosialisasi Benturan | Meningkatnya | Triwulan | Laporan sosialisasi
Kepentingan pemahaman dan ' benturan kepentingan
| | (internal) kepatuhan pegawai {melampirkan
. terhadap pencegahan | undangan, daftar
- | benturan kepentingan hadir, dokumentasi).

2.2.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dibangun untuk mewujudkan pelayanan yang
cepat, mudah, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan
utama Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi penyusunan standard pelayanan,

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengembangan inovasi pelayanan publik,




digitalisasi layanan, serta pengelolaan dan evaluasi pelayanan.

Rencana kerja prioritas dalam area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini meliputi
penyempurnaan standard pelayanan, peningkatan kepuasan masyarakat, pengembangan
inovasi layanan, perluasan layanan berbasis digital, serta peningkatan kualitas dan
aksesibilitas pelayanan publik. Rencana kerja prioritas pada area Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik dapat di lihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

L

kecepatan, kemudahan,

dan efektivitas
pelayanan berbasis
| digital.

INDIKATOR WAKTU EVIDENCE /
NO| RENCANAKERJA | KEBERHASILAN | PELAKSANAAN | BUKTI DUKUNG |
| 1| Penyusunan Standar | Meningkatnya kualitas, Trwulan | SK tentang
Pelayanan kepastian, dan Standar '
kesesuaian pelayanan Pelayanan
dengan standar yang
| | | ditetapkan.
2 | Survei Kepuasan Meningkatnya nilai Triwulan I Laporan hasil
Masyarakat kepuasan masyarakat . SKM, kuesioner,
terhadap pelayanan. | rekapitulasi nilai |
3 | Inovasi Pelayanan Meningkatnya Triwulan il | Dokumen inovasi,
Publik efektivitas, kemudahan, SKfinovasi
dan kepuasan terhadap | layanan,
pelayanan publik dokumentasi
implementasi,
dan laporan hasil
inovasi pelayanan
S | LT publik. a
4 | Digitalisasi Layanan Meningkatnya . Triwulan | Screenshoot

Aplikasi/sistem
layanan




BAB IV

PENUTUP

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang ditunjuk sebagai salah satu
unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya pencegahan
korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup zona integritas menuju WBK.
diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai
ikkm di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dilakukan secara kontinu dan
komprehensif. program kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan
didalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan
strategis yang ada. Indikator daiam rangka penetapan predikat menuju wbk diharapkan
secara bertahap dapat diubah, sehingga semakin mempengaruhi kepada zero folerance

approach dalam pemberantasan korupsi.

Jambi, 31 Desember 2025

KEPALA BADAN KEPEGA N DAERAH

MBI

JSULAIMAN, S Ag
\ Fembina Utama Muda
=t _—= NIP. 19721001 200012 1 002



LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2026

no Target Penanggung Juwnb/PIC dpdmalibelnkanyan,
KEGIATAN/ RENCANA AKS] jan | feb | mmret | april | mei | jund | jull | agustus | september | oktober | november | desember | Anggaran | Ket
1. |AREA PERUBAHAN 1 : MANAJEMEN PERUBAHAN
A. Pembentulan tlm Kerja ZI = -
i. Penyusunan Tim Kerja N } E
i a Unil kerja telah membentuk |SK Tim Pembangunan Zona Sekrelariat/UMPEG/ Egi P |
tm untuk melakukan Integritas = il
pembangunan Zona
Intearitns _— = —=—
2 b Penentuan anggota Tim Nota Dinas usulan Sekretariat/UMPEG/ Egi P
dipilih melalui Penunjukan Anggola Tim Il
prosedur/mekanisme yang  Pembangunan Zona Integritas
Irlaa e
di. _Rencana Pembrogunen Zona Integritas | — g
a Terdapat dokumen rencana  Dokumen Rencana Kerja Tim ZI / Ely M, Aryanti &
Uerja pembangunan Zona Pembangunan Zona [ntegritas |Tim (JF Analis SDM)
Integritas menuju i
WEBK/WBBM
| - 1| —
| b | Dalam dokumen | Dokumen Renstra Sekretariat / Perencanaan
pembangunan terdapat target| / altebr
target prioritas yang relevan v v v v v v v v v o
dengan tujuan pembangunen
| WBK/WBBM
e Terdapal mekanisme atau Screenshoot Sosialisasi Tim Zt / Ely M, Aryanti &
media untuk Dolkumen Rencana Kerja di Tim (JF Analis SDM)
mensosialisasikan Website ]
pembangunan WBK/WBBM |
r— L — . - -
14§ |Pemantanan den Evaluasl Pembangunan WBK/WEBM ) | 1 o
a Seluruh kegiatan 'Lapomn Realisasi Rencana Tim Z[ / Ely M, Aryanti &
pembengunan sudah Kerja Pembangunan Zona Tim (JF Analis SDM| o v |
dilaksanakan sesuai dengan |Integritas
— ™ LIEOCANA. ———— e - I -
b, Terdapat monitoring dan Dokumentasi Rapal Monev Tim Z1 / Ely M, Aryanti & | |
evaluasi rerhadep Pembangunan Zona [ntegritas |Tim (JF Analis SDM) v | M
pembangunan Zona
Intepritas 1 1
& Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut Perbaikan Tim 21 / Ely M, Aryanti & |
Evaluasi telah ditindaklanjuti | berdasarkan rekomendasi Tim {JF Analis SDM] |
Rapat Monev Pembangunan ¥ Y
Zona Integritas
B iv.  Pernbaban pola pikir dan budaya kerja = £ i
a Pimpinan berperan scbagai | Dokumentasi Pimpinan Sekrewaniat/ UMPEG/ EgL P
role moxiel dalam memberikan arahan
pelaksanaan Pembangunan IPemba.ngunan Zona Integritas v
| WBK/WBRM I[dokumentasl apel}
| b Sudah ditetapkan agen SK Tim Agen Perubahan Sekretariat/ UMPEG/ Egi P ?
| = perubahan = -
c Telah dibangun budaya kerja |Pamplet, banner, moto terkait | Sekretanal/UMPEG/ Egi P
L dan pola pikir di lngkungen |budaya kerja di lingkungan v
- ofZanisas. keria 1 ! _ 3




teknologi informast

d | Telah dilakukan monitaring
dan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi

informasi dalam pengukuran
kinega unit, operasionalisasi
SDM, dan pembernian layanan
kepada publik

Laporan Evaluasi
pemanfaalan Sistem Informasi

|

iTim ZI / Sholikul Huda

d. Anggota organisasi terlibat Daftar Hadir Rapat [yg Tim Z1 / Ely M, Aryvant &
dalam pembangunan Zana melibatken semua staf] Tim (JF Analis SDM|
Integritas menuju Penyusunan Rencana Kerja
WBK/WBBM Pembangunan Zona Integrilas
| —
II. AREA PERUBAHAN 2 : PENATAAN TATALAKBANA
|A. Prosedur Operasional Standur (SOP| = | = | — 1
| i. Prosedur Operaslonal Tetap (SOF) Kegiatan Utama
a S0P mengacu pada peta Dokumen SOP Sekretariat/ UMPEG/ Egi P
orpses bisnis instansi e e — ST
b Prosedur operasional lelap Inovasi dar penerapan SGP Sekretariat/UMPEG/ Egi P
{SOP) telah diterapkan v v v
£ Prosedur operasional tetap | Notulen rapat evaluasi dan Sekrelanat/UMPEG/ Egi P
{S8OP) telah dievaluasi penerapan SOP v
| B. E-Government dan Digitelisasi Layanan =
TH |Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronlk |SPBE] 1
a Sistem pengukuran kinegja  |Pengukuran Kinerja 'Sekrelarial / Perencanaan
unit sudah menggunakan menggunakan Sistem f Altabri v " v
tekenologi informaai Informasi (Screenshoot ¢
SAXIP A ~-PAKFET] || |
b Operasionalisasi mangjemen |Mansjemen SDM sudah ‘Sekretariat/UMPEG/ Egi P |
SDM sudah menggunakan menggunakan Sl {sareenshot v v v
‘teknologi informasi layanan digital cuti, pangkal,
| Al |
C. 'Pemberian pelayanan kepada |Informesi Layanan Digital Tim Z! / Sholikul Huda
publik sudah menggunakan |{Screenshoot Website BKD) v v M

C. Heterbokaan Informasi Publik

. Heterbukaan [oformasj Publik it
it Kebijakan tentang

keterbukaan Informasi publik
telah dilsrankan

dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukasn
informasi publik

Kebijakan KI (SK PPID)

Sekrelariat/UMPEG/ Egi P

b Telah dilakukan monitoring | Dokumen Rapat Evaluasi

Penyelenggaran Kl

Sekretariat/ UMPEG/ Egi P

I11.

| —

AREA PERUBAHAN 3 : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN BDM APARATUR

A. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

I. |Perencanaan Kebutuhen Pegawal sesuai den,

an Hebutuhan Organisasi

a Kebutuhan pegawai yang
disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta
Jabatan dan hasil analisis
beban kerje untuk mesing-

maning iohatan

Dekumen ANJAB/ABK

Sekretariat/ UMPEG/ Egi P

b Penempatan pegawal hasil
Tekrutmen mumi mengacu
kepada kebutuhan pegawai

|vang telah disusun per

iaharan

Peta Jabatan yang
menggambarkan Berzeting
dan Kebutuhan berdasarkan
ANJAB/ABK

Sckretariat/ UMPEG/ Em P




dan dan evaluasi terhadap
penempalan pegawal
rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jebatan dalam
organisasi telah memberikan |
perbaikan terhadap kinerja
unit kerja

Telah dilakukan manitoring | Nota Dinas laporan Evaliasi

Pengisian Peta Jabatan
(Penempatan Pegawai)

Sekretarial/ Subbid Mutasi
l,f Suharyanto

| Pola Mutasi Int

il eroal
i Dalam melalcukan SK / SPT Mutasi (Penempatan) | Selreiariat/ Subbid Mutasi
pengembengan karler Pegawai / Suharyanto
pegawai, telab dilakulkan
mutasi pegawai antar jabatan
b Dalam melakukan mutasi Nota Dines Pertimbangan Sekretariat/Subbid Mutasi |
pegawai antar jabatan telah | Mutasi (Penempatan} Pegawai |/ Subaryanio
memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikul pola
mutasi yang telah ditetaplean
c Telah dilakukan monitoring | Nota Dinas Laporan Hasil Sekretarial/ Subbid Mutasi
dan evaluasi terhadap Evaluasi atas Mutasi / Suharyanto
kegiatan mutasi yang telah  |(Penempatan) Pegawal yang v
dilakukan dalam kaitannya |dllakukan
dengan perbaikan kinerja
iid. Pengembangan Pegowai Berbasis “Em’

Unit Kerja melakukan
Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi

Dokumen Rencana Kebutuhan
Dikiat (Peninglkatan
Kompetensi) bagi Pegawai

Intarna!

Tim ZI / Linda J & A M

Dalam menyusun rencana

pengembangan kompetensi
pegawai, telah

Dokumen AKD {Analisis
Kebutuhan Diklay Pegawai
Internal yang memuat

Tim ZI / Linda J & Ari M

¥ W
memperiimbangkan hasil Perimbangan Hasil
pengelolaan inerja pegawai | Pengelolaan Kinerja
C Tinghat kesenjangan Dokumen Standar Kompewensi [Tim Zi / Linda J & Ari M
Kompetensi pegawai yang ada dan Laporan Kesenjangan
dengan standar kompetensi | Kompetensi Kompetensi M v
yang ditetapian untuk dengan dengan Standar
masing-masing jabatan Kompetensi
. Pegawai di Unit Xerja telah Surat / Pengumuman Tim Z1 / LindaJ & Al M
memperoleh Pemberitahuan kepada
kesempatan /hak uniuk Pegawai tentang peluang M v

menglkuti diklat meupun
pengembangan kompetensi

lainmira

mengikutl diklat atau
pengembangan kompetensi

lainnwa

Dalam pelaksanaan
pengembangan kompetensi,
unit kerja melakukan upaya
pengembangan kompetensi
kepada pegawai (seperu
pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-house
training, coaching, atau
mentoring)

Dokumen yang menunjukkan
adanya Kerjasama dengan
Lembaga diklat atau lembaga
pengembangan kompetensi

Tim Z1 / Linda J & Ari M




Telah diekukan monitoring
dan evaluasi terhadep hasil
pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerna

Peningkeatan Kinerfa bagi |
Pegawal yang telah menglkuti
diklat

|

Nota Dinas laporan atas [1im 21 / Linda J & A M

[\ '8

Penctapan Kiner{a Individu

a

| Terdapat penetlapan kinerja
individu yang terkait dengan
Ipcrjanji.an kinerja organisasi

Dokumen SKP secara
berjenjang

Sekretariat / Perencanaan
/ Alabri

|Ukuran kineda individu telah
memmiliki kesesyaian dengan
indikator kinerja individu
Uewel distasnym

Dokumen SKP secara
berjenjang

Sckretariat / Perencanaan
/ Ahabn

Pengukuran kinerja individu
|dilakukan secara periodik

| Screenshoot Penilaian SKP di
|apk e-kinerja

Sekretarial / Perencanaan
/ Altabri

Hasil penlaian kinerja
individu telah dijadikan
dasar untuk pemberian
reward

Daftar / Laporan Pembayaran |Sekretariat / Kcua.nga.n /

TPP [Reward|

Melvi

]

| | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Hode Perilnkw Pegawal
| A Aturan disiplin/kode Laporan Penegakan Aturan Tim ZI / M Sadam
etik/kode perilaku elah Disiplin/ Kode Etik/Kode
dilaksanakan/diimplementias |Perilaky
d == ikan
wi, Sistem Informasl Kepegawalan —

a

Data informasi kepegawalan
unit kerja telah
dimutakhirkan secara
harlkala

Pegawai untuk mengakses
informaesi pemutakhiran data
TIVR

Screenshoot Login Indtvidu Tim 2| / Sholikul Huda

IV, |AREA PERUBAHAN 4 : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM AFARATUR

A PENGUATAN AKUNTAEILITAS

i

Keterlibatan Plmpinan

Q

Unit kerja telah melibatkan
pimpinan secara langsung
pada saat penyusunan

Dokumentasi Keterlibatan
Pimpinan dalam Rapat
Penyusunan Dekumen

P ik

Sekretariat / Perencanaan
/ Altabri

Unit kerja telah melibatkan
secara langsung plmpinan
saal pEnyRsSunan penetapan
kinerja

Dokumen Perencanaan
ditandatangani Pimpinan

Sekrelariat / Perencanaan
/ Altabrd

Pimpinan memantau
pencapaian lkinerja secara
berkals

Bukti disposisi pimpinan di
atas Laporan Evaluasi Kinerja

Sekretarial / Perencanaan
} Altabri

Pengelolaan Almntebilitas Kinerja

a.

Dokumen perencanaan
kineria sudah ada

Dokumen Perencanaan
{RENSTRA, RENJA, RKA, DPA)

Sekretariat / Perencanaan
/ Altabri

Perencanaan kincr]:a telah

Dokumen PR

Sekretariat / Perencanaan
/ Altabrd

berorientasi hasil
Terdapat penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU)

SK Penetapan KU

Sekretariat / Perencanaan
/ Allabri

indikator kinerja telah telah
memenuhi kriterda SMART

{ascading Kinerja |
|

SckreLarig/ Perencanaan
/ Ahabrd

Laporan ld.nerj-a telah
[4] FUSUNL TEDg 'ALEL"

Laporan kinerja Lelah
|memberikan informasi

| tentane kineria

" |Laperan Kinerja (LKjIP)

Laporan Kinerja (LKjIP)

Sekrelariat / Perencanaan
/ Altabri

Sekretariat / Perencanaan
/ Altabri




Terdapat sistem
informasi/ mekanisme
informas kineria

Sereenshoot Upload Laporan
Kinerja [LKjIP) di website

Sekretanal / Perencanaan
/ Altabri

Unit kerja telah berupaya
meningkatkan kapasitas

SOM yang menangangi
akuntahilitas kineris

Scrtifikat Bimtek SAKIP

Sekretariat / Perencanaan
/ Altabri

AREA PERUBAHAN S : PENGUATAN PENGAWABAN

A. PENGUATAN PENGAWASAN]

| . Pengendallan Gratlfikasi . I =
@ Telah dilakukan public Banner dan / Spanduk Anti  Sekretariat/ UMPEG/ Egi P
campaign tentang Pemberian Gratifikasi
b Pengendalian gratifikasi tclah | Laporan Pencrimaan Sekretariat/ UMPEG/ Egi P
- e— 1 diimplementasikan | Grtiikasi L
| H. Penernpan Sistem Pengendellan Intern Pemerintah {BPIP)
1 a |Telah dibangun lingkungan 'Dokumen Rapat Evaluasi Sekretarial / Perencanaan
| = pengendalinn / Altahri
| b Telah dilakukan penilaian | Register Resiko Selaetariat / Perencanaan .[
| risiko atas pelaksanaan | / Altabrl |
L kebiiakan 1 | !
| [ Telah dilakukan kegialan 'Nota Dinas atas pengendatian |Sekretariat / Perencanaan
pengendalian untuk resiko / Altabri
| ‘meminimalisir risiko yang
| _ietah diidenrifikasg
d 'SPI telah diinformasikan dan |Dokumentasi Sosialisai terkeil |Sekretariat/ UMPEG/ Egi P
|dikomunikasikan kepada SA
seluruh pihak terkait
[ i, | Pengad Nl
| | a Saluran Pengaduan Tim 21 / Sholikul Huda
magyarakar tetah (screenshoot kanal pengaduan
| |dimclkemeosskan  diwebsicl
| b pengaduan masyarakat laporan tindak lanjut 'Tim ZI / Sholikul Huda /
drindalkdanjuti pengaduan (menggambarkan |Sadam
jmlh pengaduan yang masuk,
| |mlh pengaduan yang
diproses, dan jmih pengaduan
yang selesai ditanganiy
1
] - .
i ¢ Telah dilakukan monitoring |laporan tindak lanjut Tim 2I / Sholikul Huda/
| dan evaluasi atas pengaduan (menggambarkan |sadam inspckiorat meminta
penanganan pengaduan jmih pengaduan yang masuk, |agar dibuatkan rekap
masyarakat Jmih pengaduan yang jumlah pengaduan yang
diproses, dan |mlh pengaduan |masuk, pengaduan
yang seclesai ditangani) berproses, yang sclesal dan
kendala
d Hasil evaluasi atas Dokumen dafar pengaduan | Tim ZI / Sadam
penanganan pengaduan yang telah ditindaklanjuti
masyerakat telah
= Lelirindsiian i e e .
v, Whistls-Blo K s |1
a. Whistle-Blowing System telah |SK Penunjukan Whisiel Sekretariat/UMPEG/ Egi P
Al Biowing Sialem (WES)
b Telah dilakukan evaluasi ates |Laporan pelaksanaan lugas Sekretanal/UMPEG/ Egi P
'penerapa.n Whistle Blowing |WBS
= Svatem -
c Hasil evaluasi atas Laporan tindak lanjut hasil Sekretarial /UMPEG/ Egi P
\penerapan Whistle Blowing | WBS
System telah ditndaklanjuti |
V. Fenengansn Benfuran Kepentingun - |




Telah terdapat
identifikasi/ pemetaan
benturan kepenlingan dalam

teas funes 1lama

Dokureen ldentifikasi
Benturan Kepentingan

Tim 21 / M Sadam

Penanganan Henturmn
Kepentingan telah
disosialisasikan |/ inemalisasi

Dokurnen Sosialisasi Potensi
Benturan Kepentingan

Tim ZI / M Sadam

Penanganan Benturan
Kepentingan telah

Laperan Penanganan
Benturan Kepentingan

Tim ZI / M Sadam

Adiimpirmen tasikan
Telah dilakukan evaluasi atas

Penanganan Benturan
EepenUnean

Laporan Penanganan
Benturan Kepentingan yang
ditindaklaniuti

Tim Z1 / M Sadam

Hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan telah

Laporan Penanganan
Bentummn Kepenngan yang
ditindaklanjuni

Tim ZI / M Sadam

ditindaldaniti

V1. |AREA PERUBAHAN 6 ;: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUHLIK

A. PENINGHATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

i

Standar Pelayanan

T

a

Terdapat kebijakan standar

SK Standar Pelavanan

Sekretariat/ UMPEG/ Egi P

atas siandar pelayanan dan
maklumat pelayanan

Dokumen Standar Pelayanan
dan Maklumat Standar
Prlavanan

WRIED
b gilau'ndar pelayanan ielab banner / spanduk Maklumal |Sekretanal/UMPEG/ Egi P
dimaklumatkan $Standar Pelayanan
=il ¢ Dilakukan reviu dan Dokumen reviu Stander Sekretariat/ UMPEG, Egi P
perbaikan atas standar Pelayanan
; g pelavanan B —
d telah metakukan publikasi Screenshoot Publikasi Sekretariat/UMPEG/ Egi P |

Budaya Pelayanan Prima

a

Telah dilakukan berbagai
upaya peningkatan
kemampuan den/atau
kompetenai tentang
penerapan budaya pelayanan

mrima

Dokumen

Pelatihan/ Sosialisasi
peningkatan kompetensal
|lentang penerapan pelayanan
pnma

Sekretariat/UMPEG/ Egi P

Informasi tentang pe'lﬂya.n;.n-
mudah diakses melalui
herhagai media

Screenshoot daftar layanan
yang ada di layanan digital

Tim 21 / Sholikul Huda

Telah terdapal sistem
pemberian penghargaan dan
sanksi hagi petugas pemberi
nelavansn

SK tentang pemberian
penghargaan dan sanksi bagl
petugas pemberi layanan

Sckretariat/ UMPEG/ Egi P

d

‘Telah terdapat sistem
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan
bila layanan Udak sesuai

atandar

SK Pemberian Kompensasi
begi Penerima Layanan yang
tidak sesuail standar
pelayanan

Sekretarint/UMPEG/ Egi P

Terdapat sarana layanan
terpadu/ terintegrasi

Sarana Layanan terpadu
(screenshool jenis layanan dl

Tim ZI / Sholikul Huda

lavanan digital negavail

f

|Terdapat inovasi pelayanan

Dafar Inovasi Layanan yvang
dilaloukan

Tim 21 / Umum

_gen(elolnlrl?englduun

a

[Terdapat media pengaduan
dan konsultasi pelayanan
yang terintegrasi dengan
SP4N-Lapor

Screenshoot Login apk SPAN-
Lapor

Sekretariat/ UMPEG/ Egi P




o

Terdapat unit yang mengeiata
pengaduan dan konsultasi

SK Tim/Petugas 5P4 N-La1;or

Sekretariat/UMPEG/ EgiP |

pelavanan

Telah dilakukan evaluasl atas
penanganan
keluhan/masukan dan

Laperan Evaluasi Penanganan
Keluhan/Pengaduan

Sekretanat/ UMPEG/ Egi P

kninsn gl

te. Penllaian Hep

p Pelayanan

a.

Telah dilakukan survey
kepuasan masyarakat

Laporan SKM

Sekretarial/ UMPEG/ Egi P l

1E0

o

hadan oclavanan
Hasil surve! kepuasan
masyarakal dapal diakaes

Screenshoot bukti upload
Laporan SKM di websitc

Sekretarial/UMPEG/ Egi P

secars terhulon
Dilakukan tindak lanjut atas
hasil survei kepuasan

Pemanfastan Teknologi Informasi

daltar tindak lanjut
rekomendasi dalam laporan
SKM

Sekrelariat/ UMPEG/ Egl P

Telah menerapkan teknologi
informasi dalam memberikan
pelayanan

Screenshoot aplikasi-aplikast
yang dipergunakan dalam
mmemberikan pelayanan

Tim Z1 / Sholikul Huda

Telah membangun database
pelayanan yang terintegrasi
1

Database pelayanan yang
weriniegrasi

Tim ZI / Sholiku! Huda

Telah dilakukan perbaikan
sceara lerus menerus

laporan perbaikan terhadap
system pelayanan terinfegrasi

MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Komitmen dalam perubahan

a.

Agen perubahan telah
membue! perubahan yang
konkret di Instansi {dalam 1

Laporan Jumlah Perubahan
yang telah dilalukan Agen
Perubehan

| Andri TM, & Sima H

Agen Perubshan / Ine 5, 5 Huda,

Lahinl

Jumlah Agen Perulbsahian

- Jumlah Perubahan yang
dibuar

Perubahan yang dlbuat Agen
Perubahan etah terimegrasi
dalam sisiem manajemen

Jumlah Perubahan yang telah
diintegrasikan dengan Sistem
Manajemen

Agen Perubahan / Ine 5, 5 Huda,
Andri TM, & Bima H

- Jumlah Perubahan yang
dibigsit

- Jumlah Perubahan yang
1elah diintegrasikan dalam

ik Komlitmen
Pimpinan

SISLEIM MMANAEMTCT
Komitmen Pimplnan

il Memhmg-'n-l;
Budayn Herjn

Pimpinan memiliki komltmen
1erhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, dengan
adanya target capaian
reformasi yang jelas di
dokumen perencanaan

Dokumen Perencanaan

Sewretariat [ Perencanaan / Altabri

Membangun Budeye Kerja

PENATAAN TATALAKSANA

Instangi membangun budaya
kerja positif dan menerapkan
nilgi-nilai orgenisasi dalam
pelaksanaan tugas schari-
hari

Dokumen sosialisasi Budaya
Kerja

Tirn 21 / Penghargaan / Digh Sari

i |Petn Proses Bisnis Mempeagaruhi Peayoderhanaan Jabatan




Telah disusun pela proses
bisnis dengan adanya
penyederhanaan jabatan

Prla Proses Hisais

Tim 21 / Ely M, Aryart & Tien (JF
Analis SDM}

iy Bt Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE] T
@ Implementasi SPBE telah Screenshoot Implementasi Tim 21 / Sholikul Huda
terintegrasi dan mampu SPBE yang telah teriniegrasi
mendorong pelaksanaan mendoreng pelaksanaan b v
1 pelayrnan publik yang lebih |pelayanan publik h
L] =00
| 1+ Implementasi SPBE telah Screenshoot Implementasi T ZI { Sholikul Huda
| terintegrasi dan mampu SPBE yang telah terintegrasi
mendorong pelaksanasn mendorong pelaksanaan v ¥
pelayanan internal organisasi |pelayanan internal
l yang lebih cepat dan eflsien
. Transformuasi Digital Memberikan Nilai Munfaat

A Transformasi digital pada
bidang proses bisnis utama
telah mampu memberikan
nilai manfaat bagl unit kerja
secara optimal

SK jabatan dalam bentuk TFE

Tim 2) / Sholikul Huda

h Transformasi digital pada
bidang administrasi
pemerintahan telah mampu
memberikan nitai manieat
bagi unil kerja secara optimal

Tim 21/ Sholikul Huda

[ Translormasl digital pada
idang pelayanan publik
ielah mampu memberikan
nilai manfaat bagi unit kerja
s s nintimal

Screenshoot Bukti Layanan
Digital

Tim 21/ Sholikul Huda

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Kinerja Individuo

u |Ukuran kinerja individu telah
berorientasi hasil foutcome)
lscsuai pada levelnya

Dokumen PR

|sekretariat / Perencanaan / Altabri

Y ¥ P".ﬁ.'.ﬂ!
a Hasil assement telah
1di_|adikan perlimbangan
untuk mutasi dan

pengembangan karir pegawai

Dokumen Haail Asseamen
Pegawai

Tim2) / Wahyudi A

| —
Pelanggaran Disiplin Pegawal

i Penurunan pelanggaran
disiplin pegawal

Laporan Pelanggaran Diaiplin
yang menunjukkan jumlah
pelanggaran disiplin tahun
lalu, jumlah pelanggaran
disiplin tahun terakhir dan
jumiah pelanggaran disiplin
yang telah diberikan sanksi

Tim 21/ M Sadarm

1 Jumlah pelanggaran tahun
srhelumnyva

b,

| - Jumlah pelanggaran tahun
i

- Jumlah pelanggaran yang
elah diberikan
sanksi/hukuman

PENGUATAN AKUNTARILITAS

i.

[Meningkatnys capaian kinerja unit kerja




Persentase Sasaran dengan
capaian 100% atau lebih

Dokumen LKjIP

Sekretariat / Perencanaan / altabri

Jumlah Saasran ki

- Jumlah Sasaran Kinerja
valiy tercapal 100% atau

kebih

Pemberian Reward and Punishment

Hasil Capaian/Monitoring
Perjanjian Kinerja telah
dijadikan dasar scbagai
pemberian reward and
punishment begi organisasi

Bukti pemberian reward atas
capaian target kinerja [Daftar
Pembayaran TPP)

Sekretariat / Keuangan / Melvi

| Kecangles Logis Kinegju

Apakah terdapat
penjenjangan kinerja
{{Xerangke Logis Kinerja)
yang mengacu pada kinerja
utama organisasi dan
dijadikan dalam penentuan
kinerja seluruh pegawai?

Cascading Kinerja

Sekretariat / Perencanaan / Altabn

1,

PENGUATAN PENGAWASAN

Mekanisme

Telah dilakukan mekanisme
pengendatian aktivitas secara

Meckanisme Pengendalian
Aklivitas secara berjenjang

Sekretariat/UMPEG/ Egi P

bericmiang
Penanganan Pengaduan Masyarakat

1i.
Persentase penanganan Laporan Penanganan Tim ZI / M Sadam
pengaduan masyarakal Pengaduan Masyarakal yang
menggambarkan jumlah
laparan, jumlah laporan yang
diproses, jumlah laporan yang
selesai ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan
masyarakal yang harus
ditindaklaniuti
- Jumlah pengaduan
masyarakal yang sedang
—{dinroses
- Jumlah pengaduan
masyarakat yang sclesai
| ditindalklan il
[ ui Fenyampalan Laporan Harts

Penyampaian Laporan Harta Hekaysan
Pejabat Negara [LHKPN]

Laporan Rekmpitulasi Penyampasian
LHKPN yang mermual jumiah Pegawal
yang wailb LHKPN, jurnlab Pegawai yang

Tim 2) / Sholikal Huda

Persentase penyampaian

|sudah LHKPN

LIIRPN
Jumlah yang harus
melanarkan

Kepalas satuan kerja

Pejabat yang diwajibkan

menvampaikan LHKPN

Lainnyva
-|Jumlah yang sudah

l
lPanylmpliln Laporan Hurta Kekayaan Non 1 Llaporan Rekaptulas: Penyampaian

melaparkan

LHKASN yang memuat jumiah Pegawal
yang wapb LHKASN, jurnlah Pegawa
yang sudah LHKASN

Sekrerarnat/UMPEG/ Egi P




Persentase penyampaian Non

LERF

Jumleh yang harus
melaporkan {tidak wajit
LHEPN!

- Pejabat administrator

leselon [HL
- Pejabal Penawas (eselan [V)

- Jumlah Fungsional dan

[T, L. t'elaksana !
-|Jumlah yang sudah
|| melaparkan
|PENINGHATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

i.

Upays dan/stau Inovasi Pelayanan Publik

t
|

a,

Upaya dan/atau inovaal telah
mendorong perbalkan
pelayanan publik pada:

L. Kesesuaian Persyaratan
2. Kernudehan Sistem,
Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu
Penyelesaian

4. Kejelasan Biaya/Tarlf,
Gratis

5 Kuelitas Produk
Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi
Peleksana/Web

7 Perilaku Pelaksana/Web
8 Kualitas Sarana dan
prasarana

9 Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Dafiar Inovasi Pelayanan
Publik yang telah dilakukan

Tim Z1 / Sholtkul Huda

Upaya dan/atau incvasi pada
perijinan/pelayanan telah
dipermudah:

1 Waktu lebih cepal

2 Pelayanan Publik yang
terpadu

3 Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan
aplikasi

Laporan Inovas: yang menggwmbarkan
jumlah pelayanan yang men]adi tugas
dan kungsi, dan jurmiagh palaysnan vang
welah dipermudah

Tim Z1 / $hohkd Huds

- Jumlah
perijiinan/pelayanan yang
1erdata /ierdaftar

- Jumlah
perijinan/pelayanan yang

telah dinermudah

1.

Pengadusn Pelayanan dan Konsoltasi

Penanganan

Penanganan pengaduan
pelayanan dilakukan melalut
berbagai kanal/media secara
responsive dan bertanggung
jawab

Screenshoot Penanganan
Pengaduan di kanal media
atAu website

Tim 2! / Shatikul Huda




